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PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KEWENANGAN TEMBAK DI
TEMPAT OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG
MENYALAHI PROSEDUR DITINJAU DARI (PERKAPOLRI) NOMOR 8

TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK
ASASI MANUSIA DALAM PENYENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Skripsi Fakultas Hukum 2016

Kata Kunci: Bagaimana implementasi kewenangan tembak di tempat oleh
Kepolisian Republik Indonesia, serta untuk mengetahui bagaimana
pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan tembak di tempat oleh aparat
Kepolisian Republik Indonesia.
Dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup
dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang-
undang serta perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar
penggunaan senjata api oleh Polri dalam pelaksanaan kewenangan tembak di
tempat agar nantinya tidak melanggar hukum. Prinsip penggunaan kekerasan dan
senjata api oleh aparat kepolisian merupakan tanggungjawab dari atasannya, oleh
karena itu atasan harus mengetahui segala tindakan yang dilakukan bawahannya
ketika bertugas dan aparat Kepolisian tidak boleh bertindak diluar dari apa yang
diperintahkan atasannya. Aparat Kepolisian yang menggunakan kekerasan dan
senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan tindakan pelanggaran
Hak Asasi Manusia. Pelanggaran yang dilakukan oleh petugas penegak hukum
berupa penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, merusak
integritas keseluruhan organisasi penegak hukum. Pelanggaran-pelanggaran Hak
Asasi Manusia yang dilakukan penegak hukum tetap dipantau oleh badan PBB
dan dilaporkan secara berkala. Di Indonesia pelanggaran Hak Asasi Manusia
diproses sesuai dengan KUHP, apabila penyelesaian pelanggaran Hak Asasi
Manusia di Indonesia tidak memuaskan berbagai pihak, maka pelanggaran Hak
Asasi Manusia dapat di sidangkan di Mahkamah Internasional.



ABSTRACT
Danyel Simamora

Acountability for the authority shoot on the spot by the Indonesia republic state
police violate procedures in terms of PERKAPOLRI number 9 of 2009 on the

implementation of the principles and standards of human rights in the duty of the
Indonesia republic state police

Thesis Faculty of Law 2016
Keywords: How the implementation of the authority of the police shoot on sight
by the Republic of Indonesia, and to investigate how the accountability of the
authority to shoot on sight by the police of Indonesia.
In execising the authority to shoot on sight should respect the right to life and
freedom from torture because both the rights that are guaranteed by the law and
the need for an understanding of the code of ethics and the basic principles of the
use of firearms by the national police in exercising the authority to shoot on sight
order wiil not violate the law. The principle of the use of force and firearms by the
police is yhe responsibility of superions, by his superiors because it must be
informed of all actions of his subordinates when on duty and police apparatus
must not act outside of the dictates of his superiors. Police officers who use force
and firearms are not in accordance with the procedure an act of human rights
violate. The violations committed by law enforcement officials such as the use of
firearms in accordance with procedures, undermine the overall integrity of law
enforcement organizations. Violations of human rights committed law
enforcement may still be monitored by the United Nations and reported regularly.
In Indonesia of human rights violations are processed in accordance with the
Criminal Code, when the stettlement of human rights violations in Indonesia did
not satisfy the various parties, the human rights violations can be convened in
international court.
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